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- :Deuﬁ/e cerdificate create unceriainly of law, because when the certificates are used they rmake undear
about the rights and obligatory to the holders / owners, create disadvantages tw others when selling-

buying on land, and potentially increase law dispute among them. Solving the dispute of selling-buying

agreement of the fand double certificates can be done through tie court or without the court by negotia-.
tion, arbitrary, by force, avoidancs, and special negotiation. When the solving accrued on the cowrt it can

be done on such as. District Court, High Court, Supreme Court, Government Administration Court. Relf-

gious Court. Alf the mention court above will come to disqualify the certificate which does not have tﬁe

real authority of the law.

Kep-words:land sole agreement, double certificates scandal

Sertif‘ kat ganda menimbuikan ketidakpastian hukum, sebab apabila sertifikat itu digunakan untuk
kepantmgan tertentu, dapat menimbulkan ketidak-jelasan hak dan kewaiiban bagi pemegangnya dan
berpotensi merugikan berbagai pihak, serta berpotensi memunculkan sengketa hukum di antara para
pihak yang farkait. Penyelesaian sengketa perjaniian jual-beli tanah bersertifikat ganda, dapat dilakukan
~-melalui pengadilan dan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, paksaan, penghmdaran, membiarkan
saja, dan penyelesaian khusus). Penyelesaian melalui pengadilan ada beberapa kemungkinan, hal tersebut
bergantung kepada kesalahan atau cacad pada sertifikat ganda tersebut dan kematian para pihak. Apabila
‘penyelesaiannya melalui pengadilan, maka bisa melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, dan Makhamah Agung), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Semua jalur
penyelesaian sengketa iersebut, akan bermuara pada pembatalan sertifikat tanah.

itata kuncl ¢ jual beli tanah, kasus sertifikat ganda

L DARLULEIAN demildan sampai saat ini ketentuan tersebut
1945, meﬂgai‘akan bahwa bum; dan air dan dengan masih dicaﬂaﬂgkannya salah satu
kekayaan alam vang terkandung di dalamnya prioritas dan arah kebijakan pembangunan
dikuasai oleh negare dan dipergunakan unfuk nasional dalem lampiran Peraturan Presiden RI
sebasar-besar kemakmuran rakyat. Mamun No. 7 Tahun 2005, yakni penangguiangan

&8 GLOREA JURES, Volume 6, Nomor 1, Januari - Aprit 2006: 68 - 80




kemis&man yang dmrahﬂaﬂ urituk menghmrmau,
meimdunga, _dan memenuhu ‘hak- hak dasar

..masyaraka% mssk;ﬁ 'msainya daiam hai tanah e
Program tersehui* dtcanangkan karena'- -

mas‘yarakat miskm masm menghadapz masaiah~
masaﬁah yang berkaﬂ;an d@ngan tanah, misalaya
k&h"ﬁpangan strukiur penguasaan dan pemi ltkan
tanah, ‘serta semakin hanyak dan me!uasnya
sengketa yang berkantan dengan tanah, misainya
sengketa jual-beli hak atas tanah yang berkaitan
dengan sertifikat sebagal alat bukti hak, yang
dalam prakiek masih sering terjadi kasus jual-
beli tanah yang berseriifikat ganda.

- Terjadinya sertifikat ganda dapat diakibat-
kan karena 'adanya beberapa kemungkinan,
misalinya obyeknya sama tetapi alas haknya
berbeda; -atau obyeknya sama tetapi namanya,
nomornya, dan alas haknya berbeda; bisa juga
obyeknya sama, lokasinya sama tetapi bisa sama
sebagian, bisa sama seluruhnya, misalnya batas
tanah milik seseorang yang masuk ke tanah or-
ang lain atau tanah selebar 100 meter persegi
yang berada dalam tanah vang luasnya 1.000
meter persegl; hal-hal tersebut di atas dapat
menimbulkan terjadinya sertifikat ganda,

- Dapat pula terjadi keadaan hak atas tanah
yang tumpang tindih satu dengan lainnya,
misalnya satu obyek tanah mempunyal dua alas
hak yang berbeda vang keduanya bukan
sertifikat; atau yang satu berseriifikat sedangkan
~ M@@g@w;ﬁbﬂ-

Yang iain mrai{

' kai‘eﬂa telah diiaku%iamya p@maisuan dokumen,
'_Sebagai contoh mss@inya Kasus berikut i ini,

Searang membeh eragxan i:anah yang =

f;lbeium barsemnkat Buk‘ﬁ p@mthkan yang ada_ o
'hanya gmk atau petuk atau g:npzl Kemudzan

dengan dasar pema:akan bampa gmk atau petuk
atau pipsi tersebut, pembeli mensertifikatkan
tanahnya. Beberapa tahun kemudian, pemilik
tanah semula meninggal dunia, dan para ahli
warisnya membagi tanah milik orang fuanya
tersebut sekaligus dengan memecah girik atau
petuk atau pipil induknya. Para ahli waris
kernudian menseriifikatkan tanahnya berdasarkan
girik atau petuk atau pipil yang baru.

Masalah kemudian timbul karena ahli
waris fidak mengetahui bahwa sebagian dari
tanah yang dipecah giriknya atau petuknya atau
pipilnya tersebut telah dijual kepada orang lain.
Sedangkan orang lain ini jarang atau tidak pernah
mengawasi tanah yang dibelinya tersebut. ?

Sering pula terjadi bahwa seriifikat ganda
muncul karena factor kesengajaan atau pemalsuan,
sehingga dalam hal ini ada unsur pidananya,

‘Berdasarkan uralan tersebut di atas, dapat
dikemukakan 2 (dua) permasalahan sebagai
berikut : (1) bagaimana akibat hukum dari jual-
beli tanah dengan obyek tanah yang bersertifikat
ganda 7; (2) bagaimana penyelesaian sengketa
perjanjian jual-beli tanah bersertifikat ganda ?

i

sedangkan yang Iamnya tidak purwa dolaimen
apa-apa, vang tidak berdokumen tersebut
kemudian mermbezi tanah tersebut, 2

Sertifikat ganda juga dapat terjadi bukan

I

A. Alibat Hulcam Jual Beli Tanak
Sersertifiiat Ganda
Untuk dapat menjawab kedua per-
masalahan tersebut, periu  dilakukan kajian
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. 'tﬁ;’ieblh ﬁa‘mlu menggemal peraturan-peraturan
.yaﬂg berkantan dengan QEijaﬂjtﬁn jual- -beli hak
: ias, tanah gendaﬁamn ‘tanah dalam perjanjian
) ﬁ:.-Jual beia tanah teru"?‘ama yang dlkaitkan dengan

. sertifikat sebagat alat bukil hak atas @nah, peranan

PPAT dan. ser‘if" kat ganda, serta senaketa jual-

.m; ta*‘sah denga'w abyeé\ sertifikat ganda.
e iv’iengenatjuai -beli hak atas tanah maka
_sebenamya pengamrannya sudah ada di dalam
Undang- Undang No. -5 Tahun 1960 fentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Karena Undang-Undang Pokok Agraria di-
dasarkan pada-konsepsi Hukum Adat, maka
sebagal konsekuensi logisnya meangenai hak
-atas tanah dan pengalihannya juga didasarkan
-pada Hukum Adat, & .. - :
-Dalam pengalihan hak, fungsi PPAT
ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beseria Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai
pejabat umum yang berwenang membuat akia
pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak
atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam
melaksanakan pendaftaran tanah dengan
membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar
pendaﬁ:aran perubahan data pendaftaran tanah.

nak atas tanah.

.Di dalam pendaftaran hak atas tanah, hal'

Nk yang ‘sangat-penting: yang berka:tan deﬂgan'_f'

- penerbu,an sertifikat sebagar alat bukii hak adalah
_ﬁenganai ‘sistemn: pendaftaran dan s&stem '

-publikasi yang digunakan.? Apabila suatu hak

ternyata belum mermifiki alat bukti yang berups

-sartifikat, -maka bukii kepemmkannya b;sa_

digunakan alat bukti tertulis yang lain. & - o

-Dalam perjanjian jual-beli hak atas tanah
setelah pendaftaran dan balik nama, maka
diterbitkanlah alat bukti hak atas tanah yang
i}erupa sertifikat,

- Sertifikat diterbitkan untuk kepentmgan
pemegang hak yang bersangkutan, sesuai
dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan
data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku
tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak
pemegang hak atas tanah, yang dijamin unciang—
undang.t

Sertifikat sebagai alat bukii hak atas tanah
menjadi sangat penting sehingga sering terjadi
kasus penggandaan sertifikat baik secara sengaja
maupun tidak sengaja untuk maksud-maksud
tertentu. -
Sertifikat hak atas tanah adalah merupa-
kan produk dari suaty instansi vakni Kantor
Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah. Menilik dari
proses pembuatan dan penerbitannya, maka
sudah menjadi sangat logis atau menjadi sangat

Uniukmemparkuatsermbultian-mensensttalak
dizaif(ukamya }ua! -beli hak atas tanah, maka
dibuatlah akia perjaniian jual-beli tanah dan
untuk membukiikan bahwa telah dikuasainya hak
atas tanah, maka perlulah dilakukan pendaftaran

ki unticter bty statr ser AT nak A
tanah yang ganda, mengingat bahwa kegiatan
administrasi pertanahan yang balum sempurna
atau mungkin tidak akan bisa sempurna, selain
ity juga kemungkinan terjadinya kelalaian dati
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petugas Esaciaﬁ Pei anahan Naszonai mengmga‘f e
para petugas a juga manus:a biasa yar:g settap:'__ >

saat basa taaai,-

yang bermacam‘macam, sebagas ak;ba‘t s;s‘{em
hukum Belanda yaﬂg pluralistik.? o

" “Demi kaan juga tidakiah mustah:i ‘bahwa
bisa terjadl pemalsuan bailc sengaja maupun'

tidak sengaja da!am penerbstan sert;f‘ kat hak atas
tanah. Dalam hal sertlf“ kat hak atas tanah palsu,
terdapat 2 (dua} kemurmgkman yakm semf”kat
tersebut memang benar—bz«znar paisu mlsafnya
cap, tanda tangan ataupun b!ankonya yang palsu,
atau sertmkat tersebut ash tetap: palsu,
maksudnya bahwa seri:;ﬁkat tersebut sengaja
dipaisukan oleh vang mempunyaa, ‘misalnya
seorang pemilik sertifikat memalsukan ser-

tifikatnya send:n sehmgga semﬁkat menjadl

ganda dengan tujuan untuk memperkaya diri.
‘Sertifikat ganda itu juga ada beberapa
kemungk;nan, misalnya obyeknya sama a.etapi

alas haknya berbeda atau ubyeknya sama tetap:_ '

namanya, nomemya alas ﬁaknya berbeﬁa bisa
juga cbyeknya sama, lo&asmya sama tetapl bisa
sama sebagian, bisa sama seiumhnya smbagal
contoh misalnya batas tanah milik seseorang yang
masuk ke tanah orang' lain atal tanah séleba'r
100 meter persegi yang berada dalam tanzh yang
|uasnya 1. GDG meter persegi, kedua hali lm juga

sertlf*" kat sedar%g%-:an yang iam gmk a’rau yang '

-satu sarttf“ kat yaﬂg eatu tldak punya dokumen_ _ S
2ng N -apa~apa i:etapx ya"za tidakmempunya: do;mmen_ s
: pertaﬁahan ksta adaiah re _:_ pakan penmggaian:_ o :
kelonial di mana dahiilu tercfapat berbagai alasan

1 mbezﬁ:mvak /1 tanah i:ersebwi:‘3 '

pembua‘cam*ya hukan diiakukan dengan cara
memaisu%«:an n:%caamen sebagau contoh mxsainya
kasus berikut ini, |

S@araﬁg membeh sebagzan tanah yang
belum bersertii kat, Bukti pemilikan yang ada
hanya glrsk atau g:etuk atau pipik. Kemudlan
dengan daaar parvzhkan berupa girik atau petuk
atau pnpn! iersem,,t pembeh mensemf katkan
tanahnya N

Beberapa mhun kemucisan pemilik tanah
semula meninggai dunia, para ahli warisnya
mernbagi tanah milik orang tuanya tersebut
sekai;gus dengan memacah girik atau petuk atau
pipilinduknya, "

Para ahli waris kemudian menser’cmkatkan
tana“mya berdasarkan girik atau petuk atau p:p]i
yang baru,

Masalah timhul karena ahil waris tidak
mengei:ahu: bahwa sebagian dari tanah yang
dipecah gm_k atau patuk atau pipll tersebut telah
afjual kepada orang lain. Sedangkan orang lain
ini jarang atau tidak pemah mengawasi tanah
yang dtbeimya tersebui 9

Telapi tidak i jarang juga bahwa terjadinya
sertifikat ganda karena kesengajaan atau

Bah%{an bisa teijad; keadaan hak atas
tanah yang tumipang tindih misalnya satu obyek
fanah mempunyai dua alas hak yang berbeda
tetapi keduanya bukan sertifikat, atau yang satu

permalsuan- sehinga-datam-hat et urs
pidama.

Saat ini, tanah merupakan komodii yang
saragaif pe'n’ii'ﬁg dan stratégis. Dalam kehidupan
sehari-hari sering kali terjadi sengketa akibat
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. rebutan tanah Sengketa tersebut ttdak hanya o

antara warga masyarakat dengan pamermtah 0
.-Sangat pentmgnya keberadaan fanah
daiam kehldupan manusaa, }uga memadakan

tanah sebaga; oby@k ke}aha‘can Sermgkah_:

mene:uat kasus kejahatan dengan obyek tanah.

Misainya pempuan, 3ua! beh tanah frktaf_

penggunaan (mengammkan) tanah fikaf kepada
bank, pemaisuan sertifikat tanah, penggandaan

sertzi'“ kat tanah sampa; maﬁa (smdlka’t) ke;ahatan _

ta'iah

Penduduk semakm beri:ambah banyak,
sementara jumtah tanah tetap, menjadlkan
sebaglan kecil masyarakat berusaha memperoleh
tanah secara tidak sah Mfsa[nya dengan cara
penyerobman dan perampasan tanah. Tidak
seimbangnya rasio antara kebutuhan dengaﬂ
persediaan tanah, memadikan banyaknya praktik
spekulan tanah, caio tanah, dan bahkan
merebaknya penerb!tan serttf" kat ganda 1

B. Penyelesaian Sencleets Jual Beli

Tanah Bersertifikat Ganda

Sertifikat ganda bisa dikatakan sebagai
produk bukum vang cacad, Dalam konteks ini,

' keiuarga bah'k'an $ampaz }atuhﬂ:ifarban T[dak__
hanya r‘cu sengketa tanah sermg puia tesgad; :

Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastzan:if}f}- '

'hokum sebab apabzia sertaﬁkat itu dtgunaka'
_ _untuk kepentmgan tertemu akan mengadl t;da
jelas’ hak dan kewajlban bag: pemegangraya

sehmgga'dapai: m@ruglkan berbagaz p:hak dan: a
berpotensi menimbulkan sengketa, s
Adapun mekanisme penanganan sengk.eta:
pada iaz;mﬂya diseienggarakan .dengan pola
s@hagaa bertkut, . : R
Pengaduan daiam pengaduan ini blasa?';;
nya besarisa hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang_:;:-
menggambarkan bahwa pemochon / pengadu
adalah yang berhak atas tanah sengketa dengaﬂ
!amptrannya yang bempa bukii-bukti dan mohcn__
penyetesaian disertai harapan agar terhadap_;-':___
tanah tersebut dapat dicagah mutasinya, .
sehzngga t:dakmerug;kan dirinya. .
Pencegahan Mutasi { Siafus Quo), sebagai .
tindak lanjut dari penyslesaian sengketa tersebut - .
di atag, kemudian atas dasar patunjuk atau.
perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa
Kepala Kantor Agraria (sekarang Kepala BPN) .
terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan. .
langkah-langkah pengamanan berupa pen-. .
cegahan / penghentian untuk sementara .
terhadap segala bentuk perubahan (mutasi). ¥
Sedangkan syarat-syarat untuk dapat ..
dilakukan pencegahan untuk menjamin ke-
lancaran pemeriksaan atau penelitian adalah
terdapai: alasan yang sah, misalnya si pemohon. .

alran oranecam h:nlrn 13 ;33%;!-3

cacad tersebut dapat timbul karena kesslahan
prosedur penerbitannya, kesalahan hukurnya,
kesé%ahan mengenal keabsahannya, atau
kesalahan mengenai kebijakannya.?

tldak dz!aku kKan p=ncegahan dan demi ke-
pentingan hukum perlu dilakukan pencegahan
untuk menjamin kelancaran pemeriksaan atau
penalitian.
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Apabaia syarat-syarat tersebut tidak terpenuhs .
mlsainya_se_p@ngad__ “_ernyata tidak mempunya:_

katan terhadap para pahak yang bersengketa

sering berhasn dg dalam_usaha. penyelesazan_

sengketa (dengaﬂ 3alan rnusyawarah)

Apab:ia peny@lesazan melalui musyawarah :

ttdak berhaszl ma%fa da&akukan penyeieﬁaaan

meia!un pengadalan, Penyeiesaﬁan melalui

pengad;tan, apabild usaha-usaha musyawarah
tersebut menga!am; jalan buntu, atau ternyata
ada masalah masalah prinsipil yang harus

dsse!esatkan oleh instansi lain yang berwenang, .

masainya pengadzlan, maka kepada yang
bersangkutan d:sarankan untuk mengajukan
masalahnya ke pengadiian

O!eh karena ity penyeiésaian sengketa d:

dalam masyarakat secara gaiis besar dapat
dagoiongkan ke dalam dua cara atau model, vaitu
melalui pengadrian dan di luar pengadilan
(negosuass, mediasi,. pak,aan_ penghindaran, dan
memblarkan saja). s

Terjadmya dua macam peﬂyeiesaian
sengketa sebagalmana tersebut di atas di-
mungkinkan oleh hulum nasional kita. Penjelasan
pasal 3 UUKK menyatakan bahwa penyelesaian
perkara (pérdata) di luar pengadilan atas dasar
nardamaian atay wasit (arbitrasi) tetap

atau di luar' peﬂgadiia

Musyawafaf: Iaﬂgkaﬁ' Eangkah pende—

melakukan psiihar tindakan untuk menyelesaikan

_sengketa yang. ter:gam da antara mereka melaiu: o

’.

kan :mpﬁ:éeasa dari suatu. pfhhan tindakan.

Seﬂgke“za ada fah suatu fenomena yang uni-
vema% dan dapat e:il;umpal sada setiap masya—
rakat. Bagaimana sengketa itu disslesaikan, tidak
ada suatu bentuk yang seragam, Artinya, pihak
yang bersengke’;ca,dapat_melakukan berbagai
pifihan tindalan dengan fuiuan agar sengketa itu
dapat diselesaikan,” : - :

. Penyelesaian sengketa melalui pengadulan .
(a;u_d_:kas;) atau.di luar pengadilan (negosiasi,
mediasi, paksaan, penghindaran, dan membiar--
kan saja) bukanlah suatu tindakan yang terjadi
secara kebetulan, akan tetapi merupakan
tindakan yang berdasarkan suatu pilihan.

Pihak yang bersengketalah yang menentu-
kan pilihan Ru. Cara-cara tersebut merupakan
perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.
Untuk memahami penyelesaian sengketa melalui
pengadilan dan di Juar pengadilan tentunya harus
diungkapkan latar belakangnya.

Dalam hal ini dapat dikaji faktor-fakior
vang menentukan suatu pilihan tindakan
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau
di luar pengadilan, makna berperkara ke

pengadilan, tujuan dan konsekuensi berperkara
ke peneadilan

dlperbolehkan B

Ketentuan fersebut juga mengandung
pengerfian bahwa hukum memberikan kemung-
kinan bagi pihak-pihak yvang bersengketa

Perizma, berkaitan dengan faktor-faktor
yang menentukan suatu tindakan, di kalangan
para ahli, terdapat pandangan yang beragam
tentang fakior-fakior yang mempengaruhi pilihan

Tinjauan Hukurn Sengketa Jual-Beli Tsnah Dengan Obyek ...

(Thomas Suwignve) 73

n pada dasarnya merupa——_ N




L _tmdakanmanus;a SEe . ae
Misafnya ahran pem|k|ran fungszonal struc— _
S turai berpendapat bahwa tindakan sesectang itu

i _"_-dapénga'ruhl oieh nuiamﬂa; yang berlaku dalam -

h 'masyarakat Teori tersebut bertitik tolak dari

pemfkaran hahwa masyarakat merupakan suaty
sistem’ sosial yang terdlr: dar: baglan yang

menyatu dalam keseambangan

S:stem sosea ini terbentuk dari tmdakan- -

tmdakan individu, akan tetap; tundakan*tmdakan
mdw:du_rtu_bergerak ke arah kese:mbangan dan

stabilitas. ‘Dalam ‘situasi ‘masyarakat yang

demikian ini, manusia tidak sepenuhnya berada
dalam keadaan bebas untuk melakukan tindakan-
nya_.-_'Pa'[i_ha_n_-piliha'n tindakan manusia itu secara
riormatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai
dan standar normatif bersama.

* Dalam perspektif teori structural fungsional
sebagaimana tersebut di muka tampak bahwa
peranan budaya cukup besar pengaruhnya
terhadap perilaku atau tindakan manusia,

Tindakan demikian tersebut merupakan
tindakan ‘yang ‘berorientasi ‘pada nilai, yaitu
berkaitan dengan standar-standar normatif yang
mengendalikan pHihan-pilinan individu.

““Dalam pemikiran fungsional struktural
penggunaan hukum {pengadilan) dalam penye-
lesaian suatu sengketa (perdata) sangat
dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya vang hidup
dalam masyara!{at yang bersangkutan 13

kebzasaan yang beriaku daiam masyara e
-sengketa seharusnya dﬂakukan di iuarpengad_ noo

yang beriaku daiam masyarakat _ b
 Artinya, jika menurut norma-norma atay

dan ternyata aktor atau agen menyelesa:kan:'ﬁ
sengketa itu dli iuar pengadz an, maka daiam hal
terjadi demikian akior atau agen meiakukan“:-_
tindakan sesual dengan struktur yangada.
Namun demikian, aktor atau agen tidak
sefalu bemndak sesual dengan nonna atau aturan
yang berlaku saja, melainkan dalam konteks
tertentu akior atau agen mempunyai kebebasan
untuk melakukan tindakan atau pilihan tmdakan:'f
yang menyimpang dari aturan atau norma yang 5
berlaky, m:salnya menye!esa;kan sengketanya ke""
pengadilan, o
Kedlua, tindakan seseorang untuk men_yéf":
lesailkan sengketanya melalui pengadilan atau di
juar pengadilan merupakah interaksi dengan
obyek yang melahirkan abstraksi makna tertentu
atas obyek tersebut. )
Hal tersebut mengandung pengertian
bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadzlan )
mempunyai makna yang berbeda dengan: '
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Berdasarkan makna tersebut, seseorang
menganggap berp@rkara ke pengadilan merupa-
kan suatu cara yang idea) oleh karena akan
memperoleh keadilan atas hak-hak yang'"
diperjuangkannya, akan tetapi orang fain

penyelesaian sengke’ta da!am masyarakat akior
atau agen (pihak yang bersengketa) dalam
melakukan tindakan untuk menvelesalkan
sengketa tersebut dapat mengacu pada norma

menganggap berperkara ke pengadilan itu tidak
akan memperoleh keadilan, bahkan mendatang-
kan kerugian vang tidak sedikit.

Ketiga, berkaitan dengan tujuan dan _
konsekuensi tindakan, Pilihan suatu tindakan pada
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dasarnya'tzdak tes’iepas dari. m;;uan yang_ :

diharapkan

ke!uar

sa_ma_-._i;a;_ '..Eads tu;uan yang. diharapkan dari

penggunaan Efelembagaan penyelesal sengi«:eta

teﬁi:unya berbeda AR

Pada umumnya s:fat dara sengketa ini

adalah karena adanya pengaduan yang me-
tigandung pertentangan hak atas tanah
maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan
/ prioritas atau adanya suatu ketetapan yang
merugskan dlrmya. W & .

Sedangkan penyelesa:an melaluz pem-

bata!a_n pada prinsipnya sertiffkat hak atas tanah
yang ganda bisa dibatalkan dan diterbitkan
sertifikat pengganti atau_,sérti_fikat tersebut dj
blokir atau disita oleh lembaga yang berwenang.
Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya
penerbitan sertifikat adalah suatu penetapan yang
dilakukan bisa dalam bentuk perjanjian atau
secara sepihak oleh administrasi negara. Secara
perjanjian maka apabila penerbitan sertifikat
tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian
(pasal 1320 KUH Perdata) maka dengan
sendirinya sertifikat tersebut tidak sah sehingga
bisa dibatalkan, sedangkan sebagai produk dari
administrasi negara bisa dibatalkan karena
sertifikat ganda tersebut cacad secara materiil,

: an pengguaaan ke!embagaan penya~- '
: !esal | sengketa yang berbeda tersebut mempunyaz S
: an konsekuens; yaﬂg berbeda safu’

berupa: s&kmmpumn aparat f‘ungsaonal antar

-depai‘temen maupun aparat fungsnonat antar :
'_kompanen i}&ﬁaﬁamen Dalam Negan atau aparat"" e
-tekms yang memaa%can keicmpok keij}a !apangan R
antar: sub~sub K@mpaﬂen D:rektorat Jenderal L

Agrana Gl o ST

| Sengketa- saﬁg%«:eta vang dftangam secara
khusus ini, adalah jenis-jenis sengketa yang
menurut sifatnya mengandung hal-hal yang
strategis dan memeriukan pénanganaﬂ_s;ecara
koordinasi, secara multifungsi. S

Datam konteks ini maka penyelesaian
sengketa Jjual-beli tanah bersertifikat ganda
dibedakan: menjadi- penyelesaian melalui
pengadilan, penvelesaian melalui- pembataian
dan penyeiesazan secara khusus. - =

L P

A, Kesimpulan. :

1. Sertifikat ganda menimbutkan ketidak-
pastian hokum, sebab apabila sertifikat ity
digunakan akan menjadi tidak jelas hak dan
kewajiban bagi pemegangnya, ‘sehingga hal
tersebut bisa merugikan berbagai pihak. Apabila
terjadi jual-beli tanah dengan obyek tanah
berseitifikat ganda, akan berakibat adanya sengkelm
hukum di antara para pihak, yakni perbedaan
pendapat d antara para pemegang sertifikat vang
masing-masing merasa sebagai pemilik sah dari
fanah yang bersangkutan untuk mengetahui

S-AESingemasing peniiE - sertiiiay

Dz sampmg penye!esalan sengketa hukum
yang dilakukan secara fungsional, sebagaimana
diuraikan di atas, dapat juga dilskukan penangan-
an secara khusus, baik melalui suatu team

terseisut maka perfu dilakukan permbulktian,

2. Penyelesaian sengketa perfaniian jual-
bell tanah bersertifikat ganda, dapat dilakukan
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_ '-_mekalul ;}engadaiaﬂ dan di Iuar pengadlian'; o
. (negosiasi, mediasi, pz o
i dan: ;}enyetesanan khusus) A
i Peﬂyefesalannya:_:;_b;asanya dilakukan melalui.
:_prosedur pengaduan, eneltttan, pencegahan'

membaarkan _sa_za,._

mutas:, dan musyawarah Apabi[a melalui
p@ﬂdekatan tersebut ‘belum berhasil; baru

da!akukan penyelesauan me!a!w pengadﬂan:

Penye!esazan melalui pengadaian ada beberapa
kemungkinan, hal tersebut bergaﬁtung kepada
kesalahan atau cacad pada sertsf“kat ganda
tersebut dan kemauan para pihak. Apabila
sertifikat: ganda tersebut - disebabkan karena
prosedur penerbitannya yang salah;: ‘maka
peradilannya: adalah Pengadilan Taia Usaha
Negara (PTUN), teiapi apabila cacad dari sertifikat
ganda tersebut dikarenakan kesalahan materiil-
nya, maka peradilan yang berwenang untuk
menvyelesaikannya adalah -Peradilan Umum
{Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung), bisa perdata atau pidana,
dan apabila cacad dari sertifikat ganda tersebut
karena kesalahan yang berkaitan dari hukum
waris serta gono-gini; maka peradilannya bisa
ke Pengadilan Agama: Semua jalur-penyelesaian
yang ditempuh para pihak akan bermuara pada
pembatalan bagi sertifikat yang tidak mempunyat
kekuatan hukum yang sah.

B. Saran.

: perdai'a maupun %:mdak p:daﬂa di bscﬁa:
- :g:sertanahan, perlu dilakukan suatu tindakan bankf'
'secara preventii’ maupam represn‘ deak n -

_hakum agrana [ masa ah pertanahan kepadaxﬁ:- :

preventef dapat dsiakukan dengan penyuiL

masyarakai: safta perlunya kehat; hatian bag;f}-"
masyarakat apabaia mau melakukaﬂ transaksn_'-;
jual-beli tanah vang sudah berseri:aﬁkat misalnya
dengan meneliti keas!aan sertifi kat tersebut ada'
g:aem;ilk iamnya ai:au t!dak o

2, Tindakan represif, dapaii dilakukan’
dengan tindakan terpadu antara aparat p'e;ﬁe--
rintah dan aparat penegak hukum dalam
penanggulangan masalah-masalah yang ber-
kaitan dengan hukum perdata maupun tindak
pidana dalam bidang pertanahan. Di samping ity
periu dibuat suaty ketentuan hukum yang 3efas'
dan tegas dalam hal pemberian sanksi terhadap
‘andak p:dana da!am bzdang pertanahan '

- 3. Apabila terjadi kasus mengenai ser-"
tifikat ganda maka segeralah menanyakan ke
pihak BPN atau mengadukannya ke pihak yang'
berwajib, Disamping fty, perlu selalu ditingkatian
secara terus menerus ketelitian dari pihak BPN -
dalam menerbitkan sertifikat, serta ditingkat-
kannya peranan eyber system dalam pendafiaran
tanah sehingga lebih menjamin keteistfan”
mengenai data tanah, '

I DEmT STekunas perarsanEan undang-

undang pertanahan-khususnya-dalam-hal:

pendaftaran pertanahan, perfu dilakukan
penelitian yang lebih mendalam. Untuk menang-

gulangi masalah vang berkaitan dengan hukum

4, -Perly dilakukan: penataan kembali
substansi hukum melalui peninjauan dan
penataan kembali peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tanah, dan’
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pambenahan 5tmk ur hdkum melaiui penguatan_ _
keiembagaan demgan menmgkatkan pmfesm--_ e
naiisme hak:m _ én'staf peradliafs serta kualitas - s
SIS'Cem peradilan dalam mengadtla masaiah»f_f"_

masaiah yang berkaitdn dengan tanah

S Perlunya penmgkatan budaya ﬁukum '

* antara’ lain meiaﬁui ﬁendld!kan dan sosialisasi
E-beri::aga; peraturaﬁ peruﬂdang uﬂdangan yang -
berkaitan® dengan tanah dan dl!sbatkannya TR
"'--Q"'_-f-Lembaga Asuranst ke dalam Hukum Tanah

Nasional derni lebih menjamin kepast;an hukum

mengenax hak atas tanah )

(Enﬁn@{eg} : : : Sl .

! |ampiran Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 fentana Rencana Pembangunan Janaka Menengah
Nasional Tahun 2004-2008, Sinar Grafika. Bab 1. him. 26.. ' :

2 Maria S.W. Sumardjono Asaek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Pustaka Peradilan
jilid X tahun 1998, him. 60. Mangenat pengertian: hukum adat, UUPA tidak memberikan definisinya.
Definisi yang dikemukakan pada Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional vang diadakan
di Yogyakarta pada tahun 1975 mengenai hukum adat, yang dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono
adalah : “hukurn asli golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak
tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan
yang berasaskan keseimbangan serta dilipuii oleh suasana keagamaan”. Menurut Imam Sudiyat, inti
jual-beli adalah penyerahan benda (sebagai prestasi) yang serentak dengan pembayaran tunai
{seluruhnya, kadang-kadang sebagian selaku kontraprestasa), dan .perbuatan menyerahkan itu
dtnyatakan dengan istilah jual. - - — - &
Dalam hal ini Maria S.W. Sumardjono dalam tuhsannya vang bequdu! Aspek Teoritis Perailhan Hak
Atas Tanah Menurut UUPA, Pustaka Peradilan jilid X tahun 1998, him. 60, menguiip pendapat Ter
Haar dari tulisan Iman Sudiyat yang mengatakan bahwa, tunai, artinya penyerahan haknya oleh
penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli, dengan perbuatan hukum
jual-beli tersebut, maka seketika iu juga terjadi peralihan hak, Harga yang dibayarkan pada saat
penyerahan hak tidak harus lunas atau penuh dan hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada
selisih / sisa dari harga maka hal tersebut dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual dan

3 Meﬂumt peﬁ;@!asan pasai 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengatakan bahwa:
Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang
hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan daii pihak lain yang
rerasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga
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i .-.é“ﬁ'QUISIfiEVE‘ VE{j’é’f’ ,‘e’?g a?:a Li E?d verse ‘!3‘055‘”55;’0}?

“Hukum tanah kita. yam memaﬁas dasar hukum adat us:iak dapat mengguna%an iemﬁaaga ‘Lﬂrsebut :
------.'-:__--karena hukum adat tadak menaena%nya Tetapi dalam hukum adat terdapat iembaga yang dap __ff e

o _-dzguna%tan untuk mengatam keiemahan szsi:em pubh%{as; negatif daiam pendaﬁaz‘an tanah, yaiiu lembaga_. o

ot mmiverwafkmg

10

il

Datarn hal pemhu&eﬁ:aan mengraﬁar "%ak atas tanah mala menunit ;}en}e asan g}asas 24 ayat (1} Perai:uran'
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengatakan bahwa: Bukii kepemilikan itu nada dasarnva terdiri dari
bukit kepernilikan atas nama pemegang hak pada wakiu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak
pads waldu dilakukan pembuikwan hak,

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi

“‘dan Pelaksanaannva. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jambatan Jakaria 1999, him, 485.

Hasil Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Jakarta.

“ Hasii Penelitian di Badan Peitanahan Nasional Jakaria.

“Loebby Logman, Laporan Akhir Analisis dan Evaluast Hukurm Tentang ﬁenanggulangan dan Penvelesaian

" Sertifikat Benmasalah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 1995/
1995, him. 35. Al

Menurut Peraturan Menieri Negara Agraria / epala BPN No, 1 Tahun 1999 Pasal 1 yang dimaksuc

' dengan sengketa pertanahan adalan perbadaan pendapa't mengenai

“-1. Keabsahan suatu hak,
" 2. Pemberian hak atas tanah
3. Pendaftaran hak atas tanah fermasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti hak antara
pikak-pihak vang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertananan Masional. Pihalk-

" pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak vang merasa mempunyai hubungan hukum dengan

bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hak tanah tersebut.
Loebby Logman. JHid him. 32,

‘Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hal¢ Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolan, Pasal 106 ayat (1) yang dimaksud

“dengan Cacad Hukum Administratif meliputi :

1). kesalahan prosedur, 2).kesalahan subyek hak, 3). kesalahan penerapan undang-undang, 4).

b s basaletao b 8 B Lt L,lf‘\!m L)

I

kesaiohen-abyelehaie-biesnlahapjonis-halel: Ehen-perniungssnsic-Prterdepab-urpeng
tindit hak atas tanah, 8). data yuridis / fisik tidak benar, 9). kesalahan laln vang bersifat administratit.
Rusmadi Murad, Penvelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Penerbit Alumni / 1991 / Bandung.
him. 23,

Rusmadi Murad, 754, him. 25.
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1. Nama undang undaﬂg ditulis Iengkap O vinventarization”,

+ - gesual dangan Juduiﬂya R Demikian pula dengan prokiamsr men]adt
2. Penulisan pasal: contoh Pasal 5 ayat {1). i) 'pmkiamas;, introdusir mengadi :ntroduk5|,
P besar serta angka ayat cil antara tanda eksptmtxr me nadl eksp!oatasn dan se-
-:-kumng CEAEEOLSTAN AT AR RELRE v bagamya ; 7 e : a
"“'Mengingat ‘Pasal 1 umumnya'merUpakan 8. ‘Penulisan "kwaii_taf;f;", menjadi "kualitas”,
pasal berisikan pengertian, maka "pésas karena tidak boleh ada dua huruf mati
i tersebut tidak mempunyaa "ayat" akan ~ 'berurutan dengan beberapa pengecua!san
tetapl "butirt v e ~'di antaranya kata “sanksi” tidak boleh
3. “Peraturan perundangan, 'seha'rusnya: sangsi, yang mempunyai pengertian lain.
‘peraturan perundang- undangan.’ 9. Penulisan “res:ko“ menJadi “risiko”,
4. Penulisan "di" digabung apabila merupakan “tehnik” men;ad; "tekmk“ "azas" menjadi
- awalan'kata kerja seperti "diatasi". -  "asagh.
“ "D atas” diiepas karena bukan awalan kata 10. Penulisan "efektip, produktip, negatip”
“kerja. i “huruf "p'nya diganti dengan " menjadi
5. ‘Penulisan kata 'majemuk "aneka ragam" " "efektif, produktif, negatif” karena bangsa
dilepas, akan tetapi "keanekaragaman® Indonesia ‘mengenal dan dapat
‘digabung, karena ada awal "ke" dan akharan “‘mengucapkan huruf "ft.
"an". : ; 11. Kata "aktif" memakai-"f", akan tetapi
6. Kata "analisa" seharusnya "analisis”, karena apabila berubah menjadi “aktivztas" huruf
yang diambil dalam transformasi kedalam "f" berubah menjadi "v* '
bahasa Indonesia adalah pengucapannya 12, Kata "peruntukan" dftulis dengan satu "k",
dalam bahasa Inggris: anaiysm bukan yaitu awalan pe dan akhiran an, akan tetapi
bahasa Belanda: analyse. . “diperuntukkan” ditulis dengan dua "K"
Demikian pula “sistem" (bahasa Inggris: karena di sini dengan awalan di dan akhiran
aya’u:né), “buien ”:;imf?’ﬁn“fbﬁ?idbd Belanda: Karn )
systeem). 13. Kata "data-data" adalah keliry, karena
7. Penulisan "...ir" seperti "diinventarisir” dari "data" adalah jamak dari kata "datum” vang
kata Belanda "inventaiiseren” harus diganti tunggal.
menjadi "diinventaiisasi” dari kata Inggris 14. Kata "yang mana, di mana” perlu diganti.

GLORIA JURIS, Volume 6, Nomor 1, Januari - April 2006 21



_-'-dengan menggunakan kata kerja dengan
_'awa!aﬂ me"- 5erta %(alamat pas:r ‘dengan

.{Periu dlperhatlkan bentuk: kalimat aktif -~ . o

menggunakan awalan "di", seperti "Dalam

“Pasal 5 dmyatakan

. dan “Pasal 5

menyamkan " Jad; bukan "Daiam Pasal

.. DAnenyaiakar: ...

16..

-Penuhsan nonhayati“ dlgabung %carena

B E{ata "non" tadak bercim sendiri, .. .

i7.

18,

Dalam karya ilmiah dlhmdan kata sepertl

"tidak karuan, seenaknya" yang digunakan

sebagai ungkapan sehari-hari.

‘Penggunaan "adalah merupakan” periu

... dipiith satu, karena kedua-duanya adalah
.- predikat.

19,

Gelar. tsdak. dlgunakan dalam naskah

. maupun dafam daftar pustaka,

Dapat digunakan dalam ucapan terima

... kasih,

20.

Penulisan . referen5| dliaksanakan dengan

. me_nggunakan sistem/model endhofe, bukan

21,

fooinote, dan bukan backnote,
Penomaran dapat dilakukan dengan sistem

... digital atau penggunaan huruf dan angka
-dengan urutan: I, A, 1., a, 1), a), (1), dan

22,

o}

(a).
Pilih di antara keduanya, tidak bolel"

- dicampur. .

Hindari kata seperti "sangat periu sekali®

. .yang bersifat berleb;han

ftvon

Belanda “coﬁceptionee!" sebagalmana juga
kata "konsepsi® dari kata Belanda "con-
ceptie”.

Adalah lebih tepat menggunakan kata

:_."konseptual" dara kata Inggris "conceptuai" .

:--sebagalmana Juga kata "kcmsep" dan kata‘--' :

‘"";""Inggns “concept“ o

24, Penggunaan bentuk jamak "saran»saran"'
tidak perlu, karena "saran” mengandung; _

~...makna tunggal maupun jamak. S

25. Penggunaan tanda baca - hanya. uniuk

- pemenggalan kata, _ ' E
Dengan demikian tzdak digunakan untuk
meluruskan garis kanan dari atas ke bawah

: .(“kosmet:ka"), juga tidak d:gunakan untuk
penomoran.

26. Mengingat program komputer pada urmum-
nya adalah program bahasa Inggris, perlu
- diperhatikan pemenggalan kata bahasa In-
donesia vang tidak dikena! oleh program
komputer, .. : i
Caranya adalah dengan menggeser kata
kedua, kata ketiga dan seterusnya dari baris
yang mengandung kesalahan pemenggalan
sampai diperoleh pemenggalan yang benar
menurut bahasa Indonesia. :

27. Kata "sedangkan, sehingga, dan " tidak
dapat digunakan sebagai awal kalimat,
karena merupakan kata penghubung.

28. Penggunaan kata "saya, kami, kita" dalam
penulisan karya ilmiah harap dihindarkan,
diganti dengan "penulis", "peneliti® atau
digunakan kalimat pasif (awalan di).

25, Sub-judul tidak boleh ditulis di bagian

distnan, akan e@pl narus dipin-
dahkan ke halaman berikutnya.

30, Kata "daripada” hanya digunakan apabilz ada
tandingannya, tidak boleh untuk menyatakan
kepunyaan.

&%

RIA JURIS, Volume 6, Nomor 1, Januari - April 2006




3L

Tidak periu mermulai kalimat: ciertgaw kata_j;

“bahwa", yang hanya dlpakaa sebagai

- --permu!aan konsiderans. -

32,

;.-Antara sumber kutapan dalam naskah dan

o daftar pustaka ‘arus ada hubungan timbal
rf-baiak vang ada s:iaéaﬁ daftar pustaka dapat

'5--.':ﬁ=témukaﬁ sebagax sumber dalam naskah

S dan yang dikutip dalam naskah terdapat
“sumbernya dalam daftar pustaka.

33.

Guna mémperoleh kalimat lengkag, perlu
seénantiasa diadakan "‘anaiisis kalimat",

“yang berarti bahwa perlu dalam benak

' :plk;ran diadakan penyederhanaan kalimat,

' ::agaf terlinat dengan Jelas apa yang men_;ad:
pred:kat dan ‘apa yang menjadl subyek

_' Yang da;:}at meﬁjadi pred:kat adalah seiaiu
 keta kerja yang berjumiah satu.

Yang dapat menjadi subyek adalah selalu

. kata benda yang berjumiah satu.
34,

Periu dihindar] pembuatan kalimat yang

' panjang-panjang, sehmgga menjadi tidak

©jelas makna kalimat karena mengandung

-"_f}---_';beri:saga: paktran men;adl satu,.
< Seyogyanya satu pokok p:kiran dltuangkan
- dalam satu kalimat, - :

‘35,

Penempatan tanda baca selaly "menempei“

““pada huruf atau angka, tidak berdiri séndiri,

seperti “(ekﬁ?abeﬁ)" tidak boleh ditulis

dengan spasi seperti "( ekoiabel )" : atats

"‘tahun 1996 ¥

" Dengan demikian dihindarkan adanya tanda

baca yang pmdah ke baris beﬂkutnya,

terlepas dari kata atau angka sebelumnya.
Sebalikriya, penggunaan tanda baca, selalu

"_dnkuti dengan spas:, sepertl setelah tltik

koma kurung tu‘cup, dan sebagamya B
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